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BAB II

 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS 

2.1
Kajian Pustaka

2.1.1 
Tinjauan Umum Akuntansi 

Berbicara mengenai akuntansi sebagai bagian dari informasi yang tidak terpisahkan dari suatu gagasan tugas manajemen dalam mencapai tujuannya terutama dalam fungsi pengawasan dan perencanaan, dalam fungsi pengawasan tugas akuntansi sangat strategis yaitu sebagai alat pembanding dan rencana. Adapun maksud dari pembanding disini yaitu dimaksudkan untuk mengetahui penyimpangan (variance) yang terjadi sehingga manajemen dapat dengan mudah melakukan perbaikan, penilaian dan koreksi lebih dini. Pengertian akuntansi dapat diartikan berbagai macam sesuai dengan yang mengartikannya, ada beberapa pengertian akuntansi yang dapat kita ketahui antara lain : Menurut APB (Accounting Principle Board) Statement No.4 mengutip dari bukunya Muhammad yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah” menyatakan bahwa :
“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif.”

(2002:10)
Dari uraian ini dapat ditambahkan bahwa pengertian akuntansi disini hanya berkisar pada masalah pemberian informasi pada jasa ekonomi saja khususnya dalam hal uang, lain halnya dengan pengertian menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) mengutip dari bukunya Muhammad yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah“ menyatakan bahwa :
”Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.“

(2002:10)
Dari uraian di atas yang dijabarkan disini terlihat bahwa pengertian akuntansi itu menjadi lebih luas lagi, hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi itu tidak hanya memberikan informasi tetapi juga dapat menafsirkan hasil yang berupa suatu keputusan yang merupakan serangkaian proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.
2.1.2
Prinsip Akuntansi Syariah

Berbicara mengenai akuntansi kita juga tidak hanya mengerti tentang pengertian dari akuntansi itu saja tapi kita juga harus tahu apa yang dimaksud dengan prinsip akuntansi itu sendiri kemudian teknik akuntansi itu seperti apa, disini penulis mencoba untuk mengutip tentang uraian diatas.
Adapun pengertian dari prinsip akuntansi itu sendiri menurut Mervyn K Lewis dan Latifa M Algaoud dalam bukunya yang berjudul “Perbankan Syariah” menyatakan bahwa :
“Peraturan umum yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan atau konsep teoritis akuntansi yang menjadi dasar dalam pengembangan teknik akuntansi.“   
(2007:23)
Sedangkan prinsip akuntansi syariah menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah” ada 3 komponen prinsip akuntansi syariah yaitu :

“1. Prinsip Pertanggungjawaban

  2. Prinsip Keadilan

        3. Prinsip Kebenaran.“

(2002:11)        



Adapun penjelasan mengenai kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggung jawaban atau (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari dalam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah SWT untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. 
Inti kekhalifahannya adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah SWT di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

2.   Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara intern melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan kata adil dalam ayat : 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya : bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, seperti kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3.   Prinsip Kebenaran 

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan keadilan mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Qur’an tidak diperbolehkan untuk dicampuradukan dengan kebathilan. Namun barangkali ada pertanyaan dalam diri kita siapakah yang berhak menentukan kebenaran? Alat operasional apa yang dapat dijadikan ukuran tujuan praktis kebenaran? Untuk hal ini tampaknya kita masih terkendala, namun sebagai muslim selayaknyalah kita tidak risau atas hal tersebut. Sebab Al-Qur’an telah menggariskan bahwa ukuran alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu. Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat pada sistem akuntansi syariah yang berdasarkan pada hukum syariah, ketiga nilai ini tentu saja menjadi prinsip dasar yang sifatnya universal dalam operasional akuntansi Islam.
Sedangkan pengertian hukum syariah menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah” menyatakan bahwa :
“Suatu ketentuan atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam melakukan suatu kegiatan.”

(2003:11)
Beberapa hukum syariah yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :
a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. 
b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. 
c. Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. 
d. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. 
e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Misalnya usaha minuman keras yang tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.
2.1.3
Pengelolaan Transaksi Keuangan

Kita tahu prinsip akuntansi selalu didasarkan pencatatan transaksi keuangan jika dipandang secara luas transaksi tidak hanya pertukaran sumber-sumber ekonomi secara entitas terpisah tetapi kejadian yang menimbulkan pengaruh pada usaha yang independen, peminjam, pemberi pinjaman uang dan penjualan, dan pembelian barang dan jasa adalah satu bentuk contoh transaksi. 

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah” menyatakan bahwa :

"Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/ keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Dalam sistem ekonomi yang paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategoriakn menjadi 2 yaitu transaksi halal dan haram."

(2003:10)
2.1.3.1 Klasifikasi Transaksi Keuangan

Berbagai macam transaksi keuangan yang  bernuansa syariah dapat terjadi dalam suatu dunia perbankan khususnya bank syariah sebagai bank yang berbasis syariah Islam. Disini kita dapat melihat bahwa bentuk transaksi keuangan yang bernuansa syariah antara lain adalah simpanan wa’diah, tabungan mudharabah, syariah Islam. 
Bentuk dari transaksi keuangan tersebut merupakan sutatu produk pengumpulan dana bank syariah dalam bentuk transaksi keuangan yang bersifat syariah. Jenis-jenis transaksi keuangan pada bank syariah menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya yang berjudul “Teori Akuntansi” menyatakan bahwa :
“1.  Murabahah (Pembiayaan Dengan Margin)

  2.  Bai’bithaman Ajil (Transaksi Jual Beli Dengan Harga Tangguh)

  3.  Mudharabah
  4.  Musyarakah
  5.  Jasa Bank Lain.”
 (2007:95-97)


Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. Murabahah (Pembiayaan Dengan Margin)

Dalam pembiayaan ini terjadi dari transaksi jual beli antar pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga ditambah keuntungan. Jadi, dari transaksi ini bank menerima laba atas jual beli, harga pokoknya sama-sama diketahui kedua belah pihak. 

2. Bai’bithaman Ajil (Transaksi Jual Beli Dengan Harga Tangguh)
Penghasilan dalam konsep transaksi ini, barang yang dijual kepada nasabah telah diperhitungkan pembayarannya yang akan dilakukan dikemudian hari baik secara angsuran maupun tangguh bayar. Harga yang ditetapkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Harga ini tidak dibenarkan diubah kendatipun keadaan ekonomi berubah. Jangka waktu pembayaran didasarkan pada kesepakatan bersama. 

3. Mudharabah
Mudharabah adalah merupakan hasil dari jenis transaksi keuangan dalam bentuk kerja sama bank dengan pengusaha yang diyakini sepenuhnya. Bank memberikan dana 100% untuk pengusaha dalam menjalankan usahanya atau proyek. Pengusaha memberikan modalnya berupa tenaga dan keahlian, sedangkan laba atau rugi dari perusahaan ini dibagikan berdasarkan nisbah tertentu sesuai perjanjian. Disini bank tidak boleh campur tangan dalam kegiatan usaha tersebut, tetapi boleh mengawasi dan memberikan usulan. Jika kerugian yang timbul akibat dari suatu hal yang bukan karena kelalaian pengusaha akan ditanggung oleh bank, sedangkan kerugian karena kelalaian pengusaha akan ditanggung oleh pengusaha sendiri. 

4. Musyarakah
Pada musyarakah dana tidak hanya disediakan bank tetapi juga oleh pengusaha, dengan kata lain perusahaan itu dibiayai dan diurus oleh bank dan pengusaha atau pihak yang berkongsi sesuai dengan kesepakatan. Modal yang disetorkan masing-masing harus dilebur sehingga semua penyertaan menjadi milik perusahaan bukan individual lagi. Laba dan rugi antara bank dan nasabah dibagi sesuai kesepakatan atau sesuai dengan kontribusi masing-masing.   

5. Jasa Bank Lain

Transaksi ini tidak jauh beda dengan bank konvensional, contohnya : Al-kafalah (bank garansi), Transfer Safe Deposit (Al-wa’diah), Transaksi Valas, Penyewaan (Al-ijarah), Leasing (Bai’altajiri), Agen (Al-wakalah), Gadai (Al-rahn).



Selain jenis transaksi di atas menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Akuntansi Keuangan” No.59 terdiri dari :
“1. Salam dan Salam Paralel

  2. Istishna 
  3. Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik.“

(2004:56.32)



Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :
1. Salam dan Salam Paralel
Suatu akad jual beli Muslam fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilaihi (penjual) dan pelunasannya segera dilakukan oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual. Jika bank sebagai penjual kemudian memesan barang kepada pihak lain maka hal ini disebut salam paralel.

2. Istishna 
Merupakan akad jual beli antara Al-mustashni (pembeli) dan As-shani (produsen) sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan Al-mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.   

3. Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik
Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma’jur (objek sewa) dan musta’jir (penyewa). Untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Muntahiyah bittamlik adalah akad menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. 
2.1.3.2 Pengelolaan Transaksi Keuangan



Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya yang berjudul ”Akuntansi Islam” pola pengelolaan transaksi keuangan didasarkan pada prinsip akuntansi syariah terdiri dari :


“1. Pola Kerja Sama Bagi Hasil

        2. Pola Jual Beli

              3. Pola Fee (Sewa)



  4. Alqardhul Hasan (Pembiayaan Kebajikan).“ 

(2002:30)


Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :
1. Pola Kerja Sama Bagi Hasil
Prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan transaksi keuangan dengan pola sistem bagi hasil adalah sistem yang diterapkan pada suatu pembiayaan dari pemilik dan kepada pengelola dana. Sistem ini berlaku pada nasabah sebagai penabung dan bank sebagai penghimpun dana. Disini pihak nasabah (penabung) akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan usaha peminjaman dana bank. Adapun jenis produk dari transaksi ini adalah mudharabah dan musyarakah.
2. Pola Jual Beli
Pada jual beli ini adalah sistem jual beli yang diterapkan bank syariah yang harus sesuai dengan syarat-syarat jual beli yang sah dimana nasabah dalam hal ini bank bertindak sebagai pembeli. Kemudian akan menjual barang yang telah dibeli tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin laba untuk bank dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya nasabah akan mencicil pembayaran pokok dan margin labanya selama periode tertentu. Adapun jenis produk dari transaksi ini adalah murabahah, salam dan salam paralel, istishna dan istishna paralel. 

3. Pola Fee (Sewa)
Sistem ini merupakan sistem yang diterapkan oleh bank syariah dan tidak memiliki perbedaan secara prinsip dengan bank lainnya. Sistem ini meliputi semua jasa non pembiayaan yang diberikan oleh bank seperti : Bank Garansi, Kliring, Transfer Inkaso, dan lain-lain dan termasuk Ijarah didalamnya yang merupakan bagian dari prinsip sewa yang objek transaksinya adalah jasa. Setelah dikeluarkannya Undang-undang perbankan, maka pada sisi pengerahannya dana masyarakat atau pendanaan terdapat tiga bentuk simpanan yaitu Giro, Deposito, dan Tabungan. Penerapan ketiga simpanan tersebut sesuai dengan prinsip syariah adalah simpanan giro yang mengikuti prinsip Al-wa’diah atau bagi hasil (Al-mudharabah) dan deposito yang mengikuti prinsip Mudharabah.  
4.
Alqardhul Hasan (Pembiayaan Kebajikan) 

Jenis transaksi ini merupakan produk bank syariah yang sangat khusus, yaitu menerima dana berupa zakat, infaq, sodaqoh dari masyarakat yang penempatannya tidak mengharapkan bagi hasil dan ditempatkan di bank untuk dikelola dengan maksud meningkatkan kesejahteraan umat.



Pada prinsipnya pelaksanaan (penerapan) pola prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan transaksi keuangan pada bank syariah itu sendiri sama halnya dengan bank konvensional akan tetapi tidak lepas dari syariah Islam itu sendiri seperti halnya pada prinsipnya sama saja di bank lain ada akte perjanjian, ada saksi, dan yang penting ada jaminan yang dapat dipegang oleh bank sehingga dana yang diberikan diyakininya akan dikembalikan secara utuh beserta untungnya. Jika ada kepada pihak bank, dan jaminan itu juga sama halnya dengan bank konvensional yaitu dapat berupa tanah, rumah, kelayakan usaha, individu, perusahaan, kepercayaan, dan lain-lain. 
2.1.4 
Peranan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Transaksi Keuangan 


Dalam prinsip akuntansi syariah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Bandung terdapat tiga prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Pertanggungjawaban pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Bandung tidak hanya bertanggung jawab secara financial, tanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah dan hukum saja tapi lebih diarahkan pada tanggung jawab kepada Allah SWT. Salah satu wujud dari pertanggungjawaban dalam prinsip akuntansi syariah adalah konsep amanah. Adanya konsep amanah mengindikasikan bagaimana seseorang mampu mengambil peran pihak lain (internalisasi nilai-nilai Islam) dan menciptakan peran dalam rangka mengekspresikan nilai-nilai itu dalam konsep tersebut dan mengimplementasikan dalam dunia nyata. Namun orang bisa berargumentasi konsep tersebut dapat dengan mudah diterapkan padahal pada kenyataannya sulit. Untuk menerapkan konsep tersebut seseorang harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dan akhlak yang baik.    


Prinsip keadilan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Bandung merupakan konsep lengkap yang dapat dikaitkan dengan hampir pada seluruh aspek kehidupan, sama halnya dengan prinsip pertanggungjawaban, artinya kapanpun kita memasuki hubungan sosial masalah keadilan tidak dapat diabaikan. Dalam penyajian informasi untuk setiap pengambilan keputusan seorang akuntan muslim harus berhati-hati dan harus selalu berpegang pada prinsip keadilan, ini disebabkan karena dalam setiap pengambilan keputusan selalu ada isu etis. Informasi yang disajikan tidak saja terbukti pada adanya pilihan atau beberapa alternatif tetapi juga harus mampu membedakan antara yang adil dan yang tidak adil. Dalam konteks ini Akuntan jangan hanya berhenti pada masalah pengakuan, pendapatan, pengukuran, pelaporan persediaan, pemilihan metode penyusutan, perlakuan pada pembayaran lebih dulu, dan lain-lain. Yang menjadi isu pokok adalah apakah metode tersebut lebih adil dalam menggambarkan apa yang telah terjadi dan dalam batas aturan sosial dan perilaku ekonomi yang Islami.


Prinsip kebenaran pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Bandung memang terkait dengan seluruh konsep keadilan. Bagi seorang Akuntan baik itu muslim maupun non muslim selalu dituntut untuk melaporkan, mengukur dan mencatat dengan benar setiap transaksi untuk menghasilkan dan memberikan informasi yang benar kepada pemakai informasi tanpa adanya penyelewengan dan kecurangan yang dapat merugikan satu sama lain. Informasi yang benar tidak hanya dalam hal tersebut seperti yang diuraikan diatas saja tapi juga seperti informasi dalam penentuan laba atau rugi yang benar. Prinsip kebenaran merupakan sesuatu yang mutlak yang terdapat dalam komponen prinsip akuntansi syariah yang merupakan pegangan dalam penyampaian informasi yang benar, dan hanya informasi yang benar yang merupakan informasi yang bermanfaat.



Dari uraian di atas jelas sekali bahwa prinsip-prinsip yang ada pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Bandung sangat berperan sekali dalam pengelolaan transaksi keuangannya, karena dengan prinsip-prinsip yang diterapkan tersebut dapat mempengaruhi pengelolaan transaksinya dengan pola-pola atau sistem yang ada.

Menurut Adnan dalam tulisannya yang berjudul “Penerapan Akuntansi Syariah” menyatakan bahwa :

“Jika peranan prinsip akuntansi syariah baik maka pengelolaan transaksi keuangan yang baik akan dapat tercapai.”

(2005)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa didalam pengelolaan transaksi keuangan bank syariah harus mempertimbangkan peranan prinsip akuntansi syariah, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam sebagai falsafah dasar ekonomi syariah.
2.2 
Kerangka Pemikiran

Penelitian dan penulisan yang mengkaji tentang prinsip akuntansi dalam syariah sudah mulai merebak baik di tanah air maupun di barat sendiri. Keinginan manusia yang sesungguhnya akan kesejahteraan ekonomi adalah sebagaiman diakui Islam. Ia telah memberi kepada manusia hak-hak yang pasti dan menjamin kesejahteraan sosial bersama dan menghapuskan tingkat kemiskinan. 

Islam membuat nilai-nilai material tunduk pada nilai-nilai moral yang lebih tinggi mendarah daging pada manusia yang memancarkan kehendak Allah SWT dan menjamin kesejahteraan kedua tahap kehidupan manusia. Inilah gambaran perbedaan sistem ekonomi yang dikaji dalam Islam dari sistem ekonomi yang lainnya dalam hal pencatatan atau bidang akuntansi sendiri jika dikaji dalam segi prinsip akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah sendiri selalu memperhatikan hubungan antara manusia dengan tuhannya, dasar untuk melakukan kerjasama antar sesama.

 Adapun pengertian prinsip akuntansi syariah menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah” menyatakan bahwa :

“Prinsip akuntansi syariah adalah merupakan suatu dasar dalam proses pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan dan penginterprestasian terhadap suatu kejadian dalam bidang ekonomi secara Islami yang berguna bagi para pemakai informasi untuk pengambilan keputusan.”

(2002:12)

Pandangan hidup Islam memiliki keserasian mendalam sampai dengan jiwa dan gaya pelaksanaan dan penerapannya, kepatuhan dari nilai-nilai ekonomi kepada nilai moral dan nilai spiritual memungkinkan untuk menggabungkan kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat, aspek-aspek ekonomi dengan kehidupan yang lain, individual dengan masyarakat dan hukum dengan penyesuaian moral sebagai metode rokonstruksi sosial. Keberadaan prinsip akuntansi syariah mengenai pengelolaan transaksi keuangan yang dari dulu sebenarnya sudah dikenal oleh umat Islam, hal ini dapat dilihat melalui pedoman suci umat Islam yaitu Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 282, mengutip dari bukunya Muhammad yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah” menyatakan bahwa :
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya seabagaimana Allah SWT telah mengajarakannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang berutang itu mengimlakan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah wakilnya mengimlakan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantara kamu. Jika tak ada dua orang laki-laki maka bolehlah seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah SWT dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. (Tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian itu maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT. Allah SWT mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.“
(2002:11)

Percepatan pertumbuhan prinsip akuntansi tidak selamanya memberikan jalan lurus, pasang surutnya yang terjadi dalam alur sejarah akuntansi, hal ini terjadi karena anggapan tentang akuntansi sebagai ilmu pengetahuan atau praktik yang bebas dari nilai (Value Free), akan tetapi prinsip akuntansi syariah merupakan suatu prinsip akuntansi yang dapat memberikan jalan lurus dalam aktivitasnya. Hal ini tentu saja diimbangi dengan perilaku manusia yang Islami seperti yang dikatakan oleh Ghamidi mengutip dari bukunya Muhammad yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah” mengatakan bahwa :

“Perilaku yang Islami adalah perilaku yang pelakunya selalu merasakan adanya pengawasan oleh Allah SWT baik dalam keadaan tersembunyi maupun terlihat orang dan selalu melakukan muhasabah (menghitung atau mengevaluasi) terhadap kaum muslimin maupun terhadap yang lain, merupakan jalan dakwah kepada Islam yang terbaik.“

(2002:60)
Berkaitan dengan pernyataan di atas khususnya pada muhasabah yang juga sering dikenal dengan sebutan hisab yang artinya perhitungan sangatlah erat kaitannya dengan penghasilan, untuk melaksanakan perhitungan yang adil, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kesahannya atau kebenarannya maka diperlukan sejumlah bukti transaksi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang tentu saja mengandung nilai-nilai Islam. Penggunaan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan transaksi keuangan pada suatu bank syariah merupakan manifestasi dari pelaksanaan pemerintah hal ini karena prinsip akuntansi syariah yang dikelola terjaga accountability-nya sehingga tidak ada yang dirugikan, lurus adil dan kepada yang berhak akan diberikan sesuai haknya. Upaya untuk mencapai keadilan baik dalam pelaksanaan pengelolaan transaksi keuangan, utang piutang maupun hubungna kerja sama antara berbagai pihak seperti dalam persekutuan, musyarakah, mudharabah memerlukan sarana pencatatan yang tidak merugikan satu sama lain. 
Antara Islam dan hakikat prinsip akuntansi itu mempunyai persamaan yang searah dan telah terbukti bahwa prinsip akuntansi ada dalam agama Islam dan bahkan wajib dan memberikan audit yang besar dalam perkembangannya. Berkaitan dengan perkembangan prinsip akuntansi syariah tentu saja tidak luput dari perkembangan ekonomi secara Islami karena kedua unsur ini sangat berhubungan, adapun persoalan fundamental yang muncul adalah berkaitan dengan langkah kedepan pembangunan ekonomi yang berbasis Islam. 

Adanya penerapan prinsip akuntansi syariah untuk membangun ekonomi Islam sangatlah diperlukan keberadaannya, karena akuntansi syariah suatu proses kajian yang berkaitan dengan sejarah Islam yang mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi kehidupan manusia dalam membangun suatu perekonomian yang baik, kokoh dan mampu bertanggung jawab dan adil secara lahiriah maupun batiniah dalam mencapai kesejahteraan dunia akhirat manusia itu sendiri sebagai pelaku ekonomi yang berbasis Islam khususnya bagi umat Islam.

Kita tahu bahwa berbicara mengenai transaksi keuangan tidak luput dari pengertian transaksi, adapun pengertian dari transaksi menurut Skousen dalam bukunya yang berjudul ”Pengantar Akuntansi Keuangan” menyatakan bahwa :
“Pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis.“

(2000:71)

Jadi jika dikaitkan dengan uang maka pengertian transaksi keuangan itu sendiri adalah transaksi yang mengakibatkan berubahnya komposisi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal yang disebabkan oleh adanya pertukaran barang atau jasa.

Menurut Fatriani dalam laporan penelitiannya yang berjudul ”Peranan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Transaksi Keuangan” menyatakan bahwa :

”Jika peranan prinsip akuntansi syariah dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan syariah Islam maka pengelolaan transaksi keuangan pada bank syariah yang berbasis syariah akan tercapai.” 

(2003:8)

Dari kerangka pemikiran diatas maka akan dijabarkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :
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2.3 
Hipotesis

Hipotesis menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Bisnis” menyatakan bahwa :
“Proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris disebut dengan hipotesis.”

Tujuan dalam penelitian kualitatif adalah menyusun teori, memandang teori sebagai hasil proses produksi dari pengamatan terhadap fakta (pengumpulan informasi). Teori pada dasarnya merupakan kulminasi dari penelitian kualitatif yang disusun melalui proses pengumpulan data, kategorisasi data dan pengembangan pola atau susunan (patterns) teori.
 (2002:71)
Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil suatu kesimpulan sementara bahwa :

“Prinsip-prinsip akuntansi syariah berperan dalam pengelolaan transaksi keuangan.”
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